DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. I, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2004,

Anis Mashdurohatun, Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia,
Suatu Studi pada Karya Cipta Buku, UNS Press, Surakarta, 2016

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia,
Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Anwar, Teori dan Hukum Konstitusi, Malang: In-TRANS, 2008.

Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, Suatu Pendekatan
dari Perspektif lmu Hukum Perilaku, Behavior Jurisprudence, Kasus Hakim Bismar
Siregar, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2014.

Baharuddin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, PT. Kipas Putih
Aksara, Jakarta, 1997

Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan HAM, Bandar Maju, Bandung,
2011

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan
Nusamedia, Bandung, 2004.
Duane R. Monette Thomas dan J. Sulivan Cornell R. Dejom, Applied
Social Research, Halt Reinhart and Winston Inc, San Fransico, 1989.
Diana Napitupulu, KPK in Action, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina
Aksara, Cet. ke-1, Jakarta, 1987.

472



Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis
Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, Sinar Grafika,
Jakarta, 20009.

Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato
Pengukuhan Guru Besar, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Eko Soponyono, Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang
Berorientasi Pada Korban, Disertasi, Progrom Doktor Ilmu Hukum, Undip,

Semarang, 2011.

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
2016.

Hadi Karyono, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dan Perkembangannya,
Untag Semarang, 2010.

Herman Sihombing, dalam Abdul Azis Hakim, Negara Hukum dan
Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm.2.Persandingan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaga Informasi
Nasional Republik Indonesia, 2000

Henry Cambell Black, Black Law Dictionary, St Paul Minn, West Publising
co., 1980.

Heri Taher, Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogjakarta, 2010, hal. 95.
Ilham Yuli Isdiyanto,2018, Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum

dan Kesadaran Sosial, jurnal Hukum Bovelty, vol 9 no 1, feb, 2018.

Jimly Asshidigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta:
Mahkamah Konstitusi, 2005.

473



John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973,
yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru
Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Indonesia-Inggris, Gramedia.
Jakarta, 1992..

Kahar Masyhur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, 1985,
hal.71.

Lawrence W.Friedman, Legal Theory, Columbia University Press, New
York, 1967.

Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Sinar Grafika,
Jakarta, 2010.

Loebby Logman, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta, 2002.

Mohammad Kusnadi dan Bintan Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: PT Gramedia, 1986

L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. ke-26, Pradnya Paramita,
Jakarta 1996.

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,
Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Monang Siahaan, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, PT. Grasindo,
Jakarta, 2016.

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang, 1995

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

OC.Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana
Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi, Alumni, Bandung, 2006.

Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6
Nomor 1, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.

474



Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat
Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana
Prenada Media Group, Bandung, 2010.

Rober K. Yin, Application of Case Study Research, Sage Publication
International Educational and Professional Publisher, New Delhi, 1993.

Mardjono Reksodiputro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem
Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Ul, Buku ke-
5, Jakarta, 1997,

Muladi, Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-
Undang Hukum Pidana di Indonesia, Makalah FH-UI, 1988.

M. Solly Lubis, Filsafat Hukum dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung,
1989.

Musa Darwin Pane, Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana
Korupsi, Logoz Publishing , Bandung, 2017.

Mukti Fajar ND, Dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara
Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimenteri,
Cet. ke- 14, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis,

Penerbit Sinar Baru , Bandung, Tanpa Tahun

Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan Masyarakat,
Alumni, Bandung, 1981.

Sarwiji Suwandi, 2008. Semantik Pengantar Kajian Makna, Media Perkasa:

475



Yogyakarta.

Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Indonesia, Gatra Pustaka, Jakarta

Simon and Schuster, Webster’s New World College Dictionary, Macmillan,

Inc, Cleveland, Ohio, 1997.
Suhrawardi, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Syamsul Fatoni, Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Setara Press, Malang,
2015.

Sudikno  Mertokusumo, 2011 Kapita Selekta Ilmu  Hukum.
Liberty:Yogyakarta.

Sudarto, Metode Peneltian Filsafat, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Berdasarkan
Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2014

Sotandyo Wignjosoebroto (11) Sebuah Pedoman Ringkas Tentang Tata cara
Penulisannya, Disertasi, Lab Sosiologi FISIPOL, Univ. Airlangga, 2007.

Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan
Kesepuluh, Widya Karya, Semarang, 2012.

Sri Endah Wahyuningsih, Perbandingan Hukum Pidana Dari Perpektif

Religious Law System, Unissula Press, Semarang, 2012.

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20,
Alumni, Bandung, 1991.

Tolib Efendi, Sistem Peradilan Pidana, PT Buku Seru, Jakarta, 2013.

Yusuf Qardhawi, Al-Figh Al-Islami bayn Al-Ashalah wa At-Tajdid, Jurnal Al
Muslim Al Mu’ashir, edisi 3, Rajab 1395/ Juli 1975, dalam Abdul Ghani, 2014,
Problematika Rekonstruksi Ushul Figih, Artikel, PP KH Zainal Musthafa: Tasikmalaya

476



Widayati, Rekontruksi Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia, Genta Publising, Yogyakarta, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang RI. No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

UU RI No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
27 Desember 2002, Lembaran Negara Rl No. 137, Jakarta, 2002.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
76 Tahun 1981, Jakarta.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia,
Lembaran Negara Rl No. 67 Tahun 2004.

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU RI No. 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

477



	DISERTASI
	PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
	KATA PENGANTAR
	Penulis
	RINGKASAN DISERTASI
	B. Rumusan Masalah
	C. Kerangka Teori
	D. Metode Penelitian
	E. Penghentian Penyidikan Oleh KPK terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Tersangkanya Meninggal Dunia Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002
	F. Kendala Dalam Penyidikan
	G. Perbandingan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Tersangkanya Meninggal Dunia
	1. Belanda
	b.Hongkong
	3. New Zealand
	H. Rekonstruksi Ketentuan Penghentian Penyidikan dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi
	I. Kesimpulan
	I. Saran-saran
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	B. Rumusan Masalah (1)
	C. Tujuan Penelitian
	D. Kegunaan Penelitian
	E. Kerangka Konsepsional
	1. Penghentian Penyidikan
	2. Hak Asasi Manusia
	Dari uraian diatas maka Nilai Keadilan Pancasila dalam proses penegakan hukum dapat terwujud dalam bentuk adanya proses peradilan yang
	cepat, segera mendapatkan pemeriksaan, segera diajukan kepada Penuntut Umum untuk diajukan ke sidang pemeriksaan pengadilan, dan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan menyatakan kesalahannya.
	3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
	F. Kerangka Teori
	1. Grand Theory : Teori Keadilan
	2. Midle Theory : Teori Penegakan Hukum dan Asas Peradilan yang Murah,
	3. Applied Theory: Hukum Progresif dan Rekonstruksi Hukum
	G. Kerangka Pemikiran
	H. Originalitas Penelitian
	Tabel : 2
	1. Paradigma
	4. Sumber Data
	5. Teknik Pengumpulan Data
	6. Analisis Data
	J. Sistematika Penulisan
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA
	A. Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana
	B. Pengertian Penyidikan
	C. Pejabat Penyidik Tindak Pidana Korupsi
	D. Kewenangan Penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK
	2. Kewenangan Penyidik KPK
	E. Penghentian Penyidikan TPK yang Tersangkanya Meninggal Dunia
	a. Tidak cukup bukti
	b. Bukan merupakan tindak pidana
	c. Penyidikan dihentikan demi hukum
	2. Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Tersangkanya Meninggal Dunia
	Apabila didalami lebih jauh dari alasan penghentian penyidikan tersebut maka masih terdapat pemaknaan yang memerlukan pemahaman oleh aparat penyidik KPK diantaranya :
	F. Hak- Hak Tersangka
	G. Nilai-Nilai Keadilan Pancasila
	H. Rekontruksi Kebijakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
	BAB III
	A. Pembentukan Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang-undangan
	2. Pengaturan Tindak Pidana yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi
	B. Dasar Hukum Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Tersangkanya Meninggal Dunia
	C.  Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Tersangkanya Meninggal Dunia
	2. Pelaksanaan Penghentian Penyidikan oleh Kejaksaan
	3. Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002
	PENINDAKAN 2011 -2014
	DATA PERKARA TPK TAHUN 2014 S/D 2018
	DATA: TINGKAT PENANGANAN PERKARA TPK (INKRACHT)
	4.  Pelaksanaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Terhadap Tersangka Yang Meninggal Dunia Berdasarkan UU No 19 Tahun 2019
	D. Penghentian Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Belum Sesuai Nilai Keadilan Pancasila
	BAB IV
	A. Kendala Dalam Pemeriksaan Tersangka
	B. Kendala Keterbatasan Kewenangan KPK
	C. Kendala Ketidakjelasan Prosedur
	D. Kendala Multitafsir Ketentuan Penghentian Penyidikan
	BAB V
	1. Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan
	2. Rekonstruksi Penegakan Hukum
	3. Rekontruksi Aparat Penegak Hukum
	B.  Perbandingan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Tersangkanya Meninggal Dunia
	1. Belanda (1)
	b.H ongkong
	3. New Zealand (1)
	C. Rekonstruksi Kebijakan Penghentian Penyidikan Korupsi Dalam Perspektif UU No.19 Tahun 2019 Berbasis Nilai Keadilan
	1. Landasan Melakukan Rekonstruksi
	a. Nilai Keadilan dalam Pancasila
	b. Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan Politik hukum
	c. Batang Tubuh UUD 1945 sebagai hukum dasar.
	d.Peraturan perundang-undangan adalah landasasan yuridis operasional
	2. Tujuan Rekonstruksi Peraturan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
	3. Rekonstruksi Ketentuan Penghentian Penyidikan dalam UU Komisi Pemberantasan Korupsi
	BAB VI PENUTUP
	A. Simpulan
	B. Saran-saran
	C. Implikasi Kajian
	DAFTAR PUSTAKA

